
iuterrimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  ■7 TAHUN  ■997

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  DAERAH

TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAEMλ T TUEAN YANG MAHA ESA

BUP♪、TI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI′

bahwa dengan telah dibentuknya Undang一 undang Nomor ■8
Tahun ■997 Tentang PaJak Daerah dan Retribusi  Daerah
serta  peraturan  Pemerintah  NomoF  ■9  Tahun   ■997
Tentang  Pajak  Daerah′  maka dipandang  per■ u  adanya
peraturan Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak
Air  Bawah  Tanah  dan Air  permukaan  Da■ am Wi■ avah
Kabupaten Daerah Tingkat II  Kutai′

bahwa  untuk  maksud  huruf  a  diatas  da■ am  rangka
nelnanfaatkan    Potensi   Pendapatan    Daerah    dan
Me■ estarikan sumber Daya A■ an′  per■u menetapkan Pa]ak
Penanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan  Da■ am
Wi■aYah  Kabupaten  Daerah  Tingtkat  II  Kutai  Yang
diatur da■ aFrl Suatu Peraturan Daerah。

Undang― undang  Nomor 27 Tahun 1959 Tentang  Penetapan
Undang― undang   Drt.  NOmor  3  Tahun  1953   Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Ka■ imantan (Lembaran
Negara    RI.   Tahun   ■993   Nomor    9)   Sebagai
Undang― undang′

2. Undang-undaaE Nomor   ■■   Tahun   ■967    Tentang

b.

Ketentuan-ketentuan Pokok
Negara Tahun 1967 Nomor 22
Nomor 2831 );

undang-undang Nomor 5 Tahun L974 Tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI- Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3O37;

undang*undang Nornor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
(tembiran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan
Lembaran Neqrara Nomor 3046 );

undang-undang Nomor 4 Tahun L982 ?entang Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (tembaran Negara
Tahun 1982 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3215i;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan
penyelesaian Sengketa Pajak (tembaran Negara Tahun
199? l{omor 40, Tamhahan Lembaran Negara Noor 3684};

Pertambangan {Lembaran
Tambahan Lembaran l{egara

3.

4.

5.

6.
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7, Undang-undang Homor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran l{egara Nomor 41"

Tahun L997, Tambahan Lambaran l{egara Nomor 3685};

8. Undang-undang l{omor 19 Tahun 199? tentang Penagihan
Fajak dengan Surat Paksa (Lembaran Hegara tahun 1997
Nomor 42, Tambahan tembaran Negara Nomor 3686);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ?ahun 1982 Tentang Tata
Pengaturan Air;

10" Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L982 Tentang
Irigasi;

11. Peraturan Pemerintah Homor 35 Tahun 1-991 Tentang
Sungai-;

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun L997 Tentang
Pajak Daerah;

1-3. Keputusan Henteri Dalam l{egeri Nomor 84 Tahun 1-993
Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan"

Dengan Persetu]uan
DEWAI PERTAKILAN RAKYAT DAERAE KABUPATEN DAERAH TIIGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan  I PERATURAN  DAERAE  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  II  KUTAI
TENTANG  PAJAK  PEMANFAATAN  AIR  BAWAH  TANAH  DAN  AIR
PERMUKAAN.

⌒ BAB  I

KETENIFUAN UMUM

Pasa■  ■

Da■an Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

a. Daerah ada■ ah Kabllpaten Daerah Tingkat II Kutai,

b` Penerintah Daerah ada■ ah Pemerintah Kabupaten Daerah  Tingkat
II Kutai′

c, Kepala Daerah ada■ ah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutaiメ

d. Dilrlas  PendapataFI  Daerah  ada■ ah  Dinas  Pendapatan   DaeFah
Kabupaten DaeFah Tingkat II Kutail



e.

f.

g.

h.
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Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kutai:

Air ada■ ah seI「lua a■■― yang terdapat di dalan dan atau  berasal
dar■   Sulllber― sumber  a■ r′  ba■ k yang terdapat di  atas  maupun
dibawah permukaan tanah:

Surnber Air adalah tempat′  wadah a■ r ba■k yang terdapat diatas
maupun dibawah permukaalrl tanah′

Air  Bawah Tanah ada■ ah a■r yang ada diperut  bumi′   termasuk
mata a■ r yang muncu■  secara a■ am■ah diatas permukaan tanah」

i" Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi
tidak teFmaSuk a■ r laut,

Pengambilan  Air adal_ah perLgambil_an dan atau  penggunaan  air
o■ eh para pengambi■  a■r untuk berbaga■  macan keper■ uan′

Sumur  Bo_r  adalah sumur yang pembuatannya  dilakukan  dengan
cara  pemboran  mekan■ s dengan  menggunakan  konstruksi  pipa
lebih dari 2 inc主   (千 /- 5 Cm)′

Izin  Pengambilan  Air bawah tanah dan AiI  Permukaan  adalah
■&■n atau kuasa untuk mengambil a■ r bawah tanah dan mengambil
a■ l「 perlllukaan′

Izin  pemboran Air Bawah Tanah ada■ ah  izin  untuk  me■ akukan
pemboran a■ r bawah tanahi

Pa」 ak  Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air  Permukaan  adalah
Pajak   air  yang  didasarkan  atas  Perizinan   dan   jumlah
pelnanfaatan a■ r′

Wajib  pajak  adalah OraFlg Pribadi atau  Badan  yang  menurut
Peraturan  Perundang― undangan  Pel「 pajakan  ditentukan   untuk
melakukan kewajiban Perpajakan′  tertttasuk Pungutan Pajak  atau
pettotongan PaJak tertentuF

Surat  Pemberitahuan Pajak Elaerah yang selanjutnya  disingkat
SPTPD′   ada■ ah  Surat Pemberutahuan Wajib Pajak  yang  berisi
besarnya  jun■ ah  Air  Bawah Tanah  dan  AiF  Permukaan  yang
diambi■  WaJib Pa」 ak dalam suatu masa pajak′

Pendaftaran  dan Pendataan adalah serangka■an kegiatan  untuk
mempero■eh  data dan atau ■nformas■ serta penatausahaan  yang
dilakukan  oleh petugas pajak dengan cara  penyampaian  SPTPD
kepada wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benari

NoIIlor  Pokok  Wajib Pajak Daerah yang  selanjutnya  disingkat
NPWPD   ada■ ah  nornor  pokok  yang  telan  didaftar   menjadi
ldttntitas bag■  setiap Wa]■ b Pa]akl

Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besaFnya pajak yang
harus  dibayar oleh Wajib Pajak′  baik Pokok  Pajak′  Kenaikan
Pajak′  Kekurangan  PenbaFaran  PaJak′   Ke■ebihan  Pembayaran
Pajak′  rrlaupun  sanksi adanini5trasi berupa  bunga  dan  atau
denda′

．
３

k.

l.

m、

n.

0.

p.

q.

r.

S.
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t. SuFat  Setoran PaJak Daerah yang se■ an」 utnya disingkat  SSPD′
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk  me■ akukan
pembayaran atau penYetoran pajak yang terutang ke Kas  Daerah
atau ketempat lain Yang ditunjuk oleh Kepala Daerahタ

uo Su■‐at Ketetapan Pajak Daerah yang se■ anJutnya disingkat SKPD′
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah  pajak
yang teFutangi

v. 3u■‐at  Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar  yang  se■ anjutnya
dis■ngkat  SKPDKBF  ada■ ah Surat  Keputusan  yang  menentukan
besarnya  jum■ ah  pajak yang terutang′  jumlah  kredit  pajak′
jum■ ah  kekurang  pembayaraFl  pOkOk  pajak′   besarnya  sanksi
administrasi dan jumlah yarlg IIlasih harus dibayari

W. SuFat  Ketetapan  Pajak  Daerah Kurang  Bayar  Tambahan  yang
se larl」 utnytt  disingkat SKPDKBT′  ada■ ah Surat  Keputusan  yang
nenentukan   taFlbahan   atas   jum■ ah   paJak   yang    telah
ditetapkani

xヽ  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah Lebih Bayar  yang  se■ anjutnya
disingkat  SKPDLB′   adalah Surat  Keputusan  yang  menentukan
jum■ ah ke■ ebihan pembayararl pajak karena 』tlm■ ah kredit  pajak
■ebih  besar dari pajak yang terutang atau  tidak  seharusnya
terutar.g′

Y. Surat Ketetapan Pa」 ak Daerah Nihil yang selan]utnya disingkat
SKPDN′  adalah Surat Keputusan yang menentukan  jumlah  pajak
yarlg terutang sarna besarnya dengan jun■ ah kredit pajak′   atau
pa]ak tidak terutang dan tidak ada kredit pa3ak′

zo Sl■ Fat  Tagihan Pajak Daerah yang se■ anjutnya disingkat  STPD′
adalah  SllFat untuk melakukan tagihan pajak dan  atau  sanksi
adm■ ll■ stras■  berupa bunga dan atau denda′

こ.a, pembayaran Pajak DaeFah ada■ ah besaFnya kewajiban yang  harus
diperluhi o■eh Wa]■ b Pa]ak sesuai dengan SPTPD′  SKPD″   SKPDKB′
SKPDKBT  dan  STPD  ke Kas DaeFah  atau  ketempat  lain  yang
毯itunjuk′ sesuai dengan 」angka waktu yang telah ditentukan′

a.b. Penagihan  Pajak Daerah ada■ ah serangkai kegiatan  pemungutan
pr―■jak  daerah′   yang  diawali  dengan  Surat  Teguran′  Surat
Peringatan  atau  surat  ■ain  yang  sejenis  sampai   dengan
penyampaian  Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib  Pajak
yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak
sesuai dengan jum■ ah pajak terutang,

a_c. Ke■ ebihan  Pembayaran  Pajak  Daerah  ada■ ah  ke■ ebihan  Yang
tercantun  dalam SKPDLB atau ke■ ebihan pembayaran pajak  Yang
timbul  karella  Surat Keputusan Pembetulan′   Surat  Keputusan
K9beratan′ Putusan Banding atau karena pembayaran lebih  atas
utang pa]ak yang tercantum pada SPTPD′  SKPD′  SKPDKB′   SKPDKBT
dan STPD,

a.d. Utang  Pajak ada■ ah paJak yang masih harus  dibayar  termasuk
sanksi  adaministrasi bertlpa kenaikan paJak′  bunga  dan  atau
denda  yang tercantllln dalan Surat Ketetapan Pajak atau  surat
SeJeniS  berdasarkan Peraturan Perundang一 undangan  PerpaJakan
Daerah.
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BAB II

PERIZINAN

Pasa■ 2

(1) Di■ arang  mettanfaatkan  Air Bawah Tanah dan Air  Permukaan  tarlpa
■tt■ n dar■  Kepa■a DaerahF

(2) Tata caFa Pemberian lzin diatur ■ebih ■anjut o■ eh Kepa■a Daerah.

BAB  III

NAMA′  OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasa1  3

Dengan  nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air  permukaan
dipungut  Pajak  Pemanfaatan Air Bawah Tanah  dan Air  permukaan
da■ am Wi■ayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasa■  4

(■ ) Objek  Pajak  pemar■faatan  Air  Bawah  Tanah  dan  Air  permukaan
ada■ ah  :

a. Setiap  pengambilan air oleh perusahaan industri  yang  berada
Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutail

b, Setiap pengaIIlbilan air melalui batas 50 m3 per bu■ an′

(2) Petti■ ik/penguasaan   perusahaan   industtri   dan   pemakai    attr
sebagaimana  dittaksud Pada ayat l wajib melaporkan pemakaian  air
kepada Kepala Daerah.

Pasa■  5

Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan air :

a. Rumah tangga sampai jumlah pengambilan 50 m3/bu1an;

t). Tempat-tempat peribadatan;

c. Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah;



d.

e_

Kantor dan

Kepentingan
rakyat dan
kepentingan

… 6-

Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah;

iriqasi pertanian tanaman pangan, perkebunan
perikanan yang tidak bersifat komersil dan untuk
penelitian serta ilmu pengetahuan.

Pasal

(■ ) Subyek Pajak Pemallfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ada■ ah
orang  Pr■ badi atall Badan yang mengambi■  Air Bawah Tanah dan  Air
permukaan,

(2) Wajib Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air peFmukaan  adalah
orang  Pr■ badi atau Badan yang menye■ enggarakan  Pengambtt■ an  Air
Bawah Tanah dan Air Permukaanメ

(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaFan Pajak ada■ ah  :
a. Untuk  orang  pr■ badi  adalah  orang  yang  bersangkutan  atau
kuasanYa,

bo IJntuk Badan ada■ ah Pengurus atau kuasanya.

BAB  IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PA」 AK

Pasal

(■ ) DaSar  pengenaa■ l  Pajak  Pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  dan  Air
Permukaan adalah n■ ■ai pero■ ehan a■ ri

(2) Nilai perOlehan air sebagailnana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan
dalaln   rupiah  yang  dihitung  menurut  sebagian  atau   seluruh
faktor― faktor  :

a. 」e rl■ s sunDer a■ r,
b、  Lokas■ sunber a■ r;
C. VO■uFle air yang diambil,
d. Kwalitas airi
eo Luas areal tempat pemakaian air;
■. Hus■ m pengambi■ an a■ r」
9. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan o■ eh pengambilan
dan atal■  pemanfaatan air,

(3) Cara  pё rlghiturlgan lli■ ai pero■ehan air sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Kepa■ a DaeFahF

(4) Hr■ sil peFhitungan ni■ ai perolehan air sebagai dimaksud pada  ayat
(2)dan ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerahi

(5) Da5ar  pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat  (■ } dinYatakan
da■an suatu tabel yang ditetapan o■ eh Kepala Daerah。
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Pasa■  8

Tari_f Pajak pengambi■an air bawah tanah dan air permukaan   :
a. Tar■ f a■ r bawah tanah sebesar 20 亀′
bo Tar■ f a■ r permukaan sebesar 20 ■,

BAB  V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasa■ 9

(1) Pajak  Terutang dipungut di Wi■ ayah Kabupaten Daerah  Tingkat  II
Kutaiメ

(2) Besarnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang
telfutang dihitung dengan caFa Menga■ ikan Tarif Pajak  sebagaimana
dimaksud da■ am Pasa1 3  dengan dasar pengenaan pajak  sebagaimana
dimaksud Pasa■  7.

BAB  VI

MASA PA」AK′  SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal  ■0

Masa Pa」 ak ada■ ah jangka waktu yang ■amanya ■ (satu)bulan takwin.

Pasa■  ■■

(1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;

(2) SPTPD Sebagaimana dimaksud aFat (1)PaSal ini′  harus diisi dengan
je■ as′   benaF dan ■engkap serta ditanda tangani o■ eh Wajib  PaJak
atau orang Yarlg diber■ kuasa olehnya′

(3) SPTPD  sebagaimana  dinaksud ayat (■ ) haFuS  diSampattkan  kepada
Kepa■a  Daerah  se■ anbat― ■ambatnya ■5 (■ ima be■as) hari  Setelah
berakhirrlya Masa Pajak.

Pasal  ■2

(■ ) SPTPD yang dinaksud pada Pasa■  ■■ ayat (■ )harus memuat  t

ao Nama   dan   a■amat  oI「 ang / Badan yang  mengambil  Air  Bawah
Tanahdan Air Permukaan,

b. 」um■ ah pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan′
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(2} Bentuk  isi  daFl  tata  caI「 a  pengisian  dan  penyampaian   sPTPD
sebagattmana dilnaksud Pada ayat (■ )dtttetapkan o■ eh Kepa■ a Daerah.

BAB VII

KETETAPAN PA」 AK

Pasal  ■3

(■ ) Berdasarka■l  SPTPD sebagaimana dimaksud da■ am Pasa■  ■2 ayat  (■ )′
Kepa■ a Dこorah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD′

(2) Apabi■ a sKPD sebagailnana dinaksud pada ayat (1)tidak atau kurang
dibayar  setelah  lewat waktu paling lama 30  (tiga  pu■ uh) hari
se」 ak  SKPD di terinla dikenakan sanksi administrasi berupa  bunga
2宅  (dlla per seratus)sebu■ an daFl ditagih dengan menerbitkan STPD;

(3) Bentuk  isi  dan kwalitas′  sKPD dan STPD ditetapkan  oleh  Kepala
Daerah`

Pasal  ■4

(1) Wajib  Pajak  yang IIlettlbayar sendiri′  sPTPD  sebagaimana  dimaksud
dalam   Pasa1   12   ayat   (■ )  digunakan   untuk   menghitung′
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiFi yang terutang′

(2) Da■am  jangka waktu 5 (■ itta)tahun sesudah saat  terutang  pajak′
Kepa■a Daerah dapat menerbitkan  :

a. Surat Ketetapan Pajak DaeFah Kurang Bayar dalam hal  :

■)Apabila berdasaFkan hasi■  pemeriksaan atau keterangan ■ain′
Pajak yang terutang tidak atau kurang dibavar′

2)Apabi■a surat penberitahuan Pajak Daerah tidak  disampaikan
kepada  Kepala  DaeFah  dalaln  jangka  waktu  tertentu  dan
setelah ditegur secara tertulis′

3)Apabi■ a kewajiban mengisi SuFat Pemberitahuan Pajak  Daerah
tidak   dipenuhi  pajak  yang  terutang   dihitung   secara
Jabatan′

b, SuFat  Ketetapan  Pajak Daerah Kurang Bayar  TambahaIL  apabila
ditemukan data baru dan ata■ l data yang semula belun  teFungkap
yang menYObabkan penalnbahan jumlah paJak yang terutang′

c. Surat  Ketetapan Pa]ak Daerah Nihil apabi■ a Jum■ ah Pa]ak  yang
terutang  sama besaIヽ nya dengan junllah kredit pajak atau  pajak
t_idak terutang dall tidak ada kredit palak′
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(3) Jum■ ah kekllrangan Pa」 ak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pa」 ak
Daerah  Kurang Bayar sebagaimana dinaksud pada ayat (■ ) hurllf  a
angka l)dan angka 2)dikenakan sanksi administrasi berupa  bunga
sebesar  2 t (dua per seratus)seblllan dillitung dari  pajak  yang
kurang  atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu paling ■ama  24
(dtla puluh empat)bulal■ dihiturlg sejak saat terutangnya pajak′

(4} Jumlah kekurangan pa」 ak yang terutang da■aln Surat Ketetapan Pajak

「
_laerah  Kurang Bayar Talnbahan sebagaimana dimaksud pada ayat  (■ )

hllFuf  b  dikenakan sanks■  adm■ Il■ straS■  berllpa  kena■kan  sebesar
l10  亀   (Seratus  pe■―  seratus) dari  jumlah  kekurangan  pajak
teFSebllt,

(5) Kenaikan  sebagaimana  dilnaksud  pada ayat  (3) tidak  dikeFlakan
apabi■ a  Wajib Pajak lne■ apor sendiri sebe■un  di■ akukan  tindakan
pemer■ksaan′

(6) Julnlah  pajak  yang terutang dalam Surat Ketetapan  Pajak  Daerah
Kurang Bayar sebagainana dimaksud pada ayat (■ }huruf a angka  3)
dikenakan  sanksi administFaSi beruPa kenaikan sebesar 25 t  (dua
pu■uh  ■ima  per  seratus) dari  pokok  pajak  ditambah   sanksi
administrasi  berupa b■ lnga sebesar 2t (dua peF  Seratus) sebu■ an
dihitung  daFi  pajak yang kurang atau  ter■ambat  dibayar  untuk
」a■gka  waktu  Fa■ ing ■ama 24 (dua pu■ uh  ernpat) bu■ an  dihitung
sejak saat teFutangnYa pajak′

(7) Penamballan  jum■ah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (4)tidak dikenakan apabila WaJib Pajak me■ aporkan  sendiri
sebelutt di■ aktlkan tindakan pemerュ ksaan.

Pasal  ■5

(■ ) Kepala  Daerah karena ttabatan atas permohonan Wa」 ib  Pajak  dapat
■lembetulkan  Surat  Ketetapan Pajak Daerah atau  Surat  Ketetapan
Pajak  DaeFah  Kurang  Bayar atau Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah
Kurang Bayar TalnbahaFl atau SuFat Tagihan Pa」 ak Daerah yang  dalam
petterbitannnya  terdapat  kesalahan tulis′  kesa■ ahan  hitung  dan
at_au  kekeli■‐uan  dalam  peneFapan  Peraturan  Perundang― undangan
Perpa』 akan Daerahメ

12) Kepa■ a Daeran dapat  :
ao Mengurangkan  atau  menghapuskan  sanks■   adm■ n■ stras■   berupa
bunga′   denda  dan  kenaikan  Pajak  yang  terutang   menurut
Peraturall Perurldang― undangan Perpajakan Daerah′  dalam hal  ini
sanksi  tersebut dikenakan kaFena kehi■ afan Wa]■b  PaJak  atau
bukan karena kesalahanf

b, Mengllrangkall  at_au  membata■ kan  ketetapan  pajak  yang  tidak
benc■ rF

(3) Tata  cara penguFangan atau penghapusan sanksi  admirlistrasi  dan
perlgurangan atau pembata■ an ketetapan pajak sebagaimana  dinaksud
pada ayat (2)diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
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BAB  VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENACIHAN

Pasal  ■6

(1) Pembayaran Pa」 ak harus di■akukan seka■igus atau lunasメ

(2) Kepala  Daerah  dapat memberikan Persetujuan kepada  Wajib  Pa」 ak
untuk  lnengangsuF  paJak  teFutang da■ am  kurun  waktu  tertentu′
setel■ ah nemenuhi peI「sYaratan Yarlg ditentukan,

(3) Angsu■‐an  Pembaya■‐an  Pa」 ak sebagailnana dilnaksud pada  ayat  (2)′
ha■‐us   di lakllkart  seca■ ―a  teratur  dan   berturut― turut   dengan
dikenakan  bunga  sebesar 2 亀 (dua persen} sebu■ an  dari  jun■ ah
pajak Yang be■ um ata■l kurang dibayari

(4} Kepa■ a  Dae■‐ah  dapat nemberikan persetujuan kepada  wajib  paJak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah  memenuhi  dengan  pellsyaFatan  yang  ditentukan   dengan
dikenakan  bunga 2 号 (dua perseFl)sebulan dari jurnlah pajak  yang
be■um atau kurang dibayar,

(5) persyalatan urituk dapat mengansur dan menunda pembayaran arlgsuran
daFl  penundaan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2) dan  ayat   (4)
ditetapkan oleh Kepala Daerahi

Pasa■  ■7

(1) Setiap  pembayarr―In  Pajak diberikan tanda  bukti  pembayaran  dan
dicatat da■ am buku pener■ Ilaanメ

(2) Bentl.k′   jenisF  iSi  ukuran  tanda  bukti  pembayaran  dan  buku
penerimaan  pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat  (■ ) ditetapkan
oleh Kepa■ a Daerah.

Pasa1  18

(1) PembayaFan  Pajak dilakukan di Kas DaeFah atau tempat  ■ain  yang
ditunjuk  oleh  Kepala Daerah sesuatt waktl■  yang ditentukan  dalam
SPTPD′ SKPD′  SKPDKB′  SKPDKBT dan STPD′

(2) Apabila  pembayarall pajak di■ akukan ditempat ■ain yang  ditunjllk′
hasi■   peneriI「laan   Pajak   harus   disetor   ke   Kas    Daerah
selanbat― lambatnya  l x 24 jan atau dalam waktu  yang  ditentukan
oleh Kepala DaerahF

(3) PembayaFan pajak sebagairnana dilllakslld pada ayat (■ )dan ayat  (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPDi
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Pasa■  ■9

(1) Surat lreguran atau Surat Peringatan atau surat ■ain yang  sejenis
sebagai  awa■ tindakan pe■ aksanaan penagihan paJak dike■ uarkan  7
(tujuh)hari Saat jatuh tempo pembayarani

(2) Dalatt  jangka waktu 7 (tujuh)hari Setelah tangga■  SuFat  Teguran
atau  Surat Peringatan atall surat ■ain yang sejenis′  Wajib  Pajak
harus me■ unasi pajak yallg telrutang,

(3) Surat  Tegllrall′   Surat Peringatan atau surat  ■ain  yang  sejentts
sebagiamana dimaksud Pada aFat (1)dike■ uarkan o■ eh PeJabat.

Pasal 2A

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

{21 Pejabat nenerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 2L (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau $urat
Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 2L

Jum1ah Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga dan atau denda yang tercantum
dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa;

Pasal 22

Tata cara penghapusan piutanE pajak dan penetapan besarnya
penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB  IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasa■  23

(■ ) Wajib Pajak dapat nlenga」 ukan keberatan hanya kepada Kepa■ a Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu  :
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a. Surat Ketetapan Pajak Daerah,
bo Surat ketetapan Pajak Daerah Daerah Kurang Bayari
C. SllFat Ketetapan Pajak Daerah Kurang baFar Tambahan′
d. Sulrat Ketetapan Pajak Daerah lllebih Bayar′
eo Surat Ketetaparl Pajak Daerah Ntthi■ ′

(2) Keberatan diajukan secara teFtuliS da■ an Bahasa lndonesia  dengan
disertai a■ as all― alasan yang je■ as,

(3) Dalan  hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan  pajak
secara    jabatan′    Wajib   Pajak   harus   dapat    membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut,

(4} Keberatan harus diajukan da■ am Jangka waktu pa■ing ■ama 3  (tiga)
bulan  sejak  tanggal surat′  tanggal pemotongan  atau  pemungutan
sebagaimana dimaksud′  pada aFat (■ )′  kecuali apabila Wajib  Pajak

―́        dapat  menunjukkan  bahwa jangka waktu itu tidak  dapat  dipenuhi
karena keadaan diluaF kekuasaannya,

(5) Keberatan  yarlg tidak memerluhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2) dan  ayat  (3) tidak  dianggap  sebagai   Surat
Keberatalll′  sehillgga tidak dipertimbangkani

(6) Pengajuan  keberatan tidak menunaa kewajiban melnbayar  pa」 ak  dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang ber■ aku.

Pasa■  24

(■ ) Kepala Daerah da■ am jangka waktu pa■ing ■ama ■2 (dua be■ as)bulan
sejak   tangga■   Surat  Keberatan  diterima′    harus   memberikan
keputusan atas keberatarl yang diajukan′

｀
   (2) Keputusarl  Kepa■ a  Daerah atas keberatan  dapat  berupa  lnenerina

se■ulruhnya  atau sebagian′  menolak atau nenanbah  besarnya  pajak
yang terutarlg′

(3) Apabila  jangka  waktll sebagattmarla dimaksud pada ayat  (■ ) te■ ah
■ewat dan Kepa■ a Daerah tidak lnemberi suatu Keputusan′   keberatan
Yang diajukan tersebut dianggap dikabu■ kan.

Pasal 25

{1} Hajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
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(2) PermOhOnan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (■ ) diaJukan  secara
tertu■is  dalam Bahasa lndonesiar dengan alasan yaFlg Jelas  dalan
jangka  waktu 3 (tiga)bu■ an sejak Keputusan diterima′   dilalnpiri
sa■inan dar■ Surat Keputusarl telFSebut,

(3) Pengajuarl  permohonan  bandillg tidak rnenunda  kewaJiban  membayar
pa]ak dan pelaksanaan penag■ han pa]ak,

Pasal 26

Apabi■ a   perlgajuan  keberatan  atau  permohorlan  banding   dikabu■ kan
sebagian  atau  se■uruhnya′  ke■ebihan  pembayaran  pajak  dikemba■ ikan
deFlgan  ditambah  irnba■ an bunga sebesar 2亀  (dua per  seratus) sebu■ an
untuk jangka waktu paling ■ama 24 (dua pu■ uh empat)bulan,

BAB  X

KERINCIANAN DAN PEMBEBASAN

Pasa1  27

(1) Kepala  Daerah  dapat  melnberikan  keringanan′   pengurangan dan
pembebattan paJak,

(2) Tata cara pemberian keringanan′
Pemanfaatan AiF Bawah Tarlah dan

BAB  XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PA」 AK

Pasa■  28

(■ ) Wajib  pajak dapat rnengajukan perlnohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepa■ a daerah atau pejabat secara tetu■ is
dengan menyebutkan sekurallg― kurangnya  t

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak,
c. Besarnya Ke■ ebihan PaJak′
d. A■ asan yang je■ as′

penEiurangan dan pembebasan Pajak
Air Permukaan"



(2)

(3)

(4〕

(5)

(6)
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Kepala Daerah atau pejabat dalaln jallgka waktu pa■ ing lama ■2 (dua
belas)bu■an Sejak diterimanya permohonan pengemba■ian  kelebihan
pembayaran  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (■ )  harus
融ember■ kan Keputusanf

APabila jangka waktu sebagainana dinaksud Pada ayat (2}dilampau主
Kepala DaeFah atau Pejabat tlidak lnemberikan ke■ebihan  pembayaran
dianggap  dikabu■ kan  dan SKPDLB harus  diterbitkall  dalaFn Waktu
paling ■ama l (satu)bu■ an′

Apabila  wajib  pajak mempurlyai hutang pajak  ■ainnya′   kelebihan
pembayaFan  pajak  sebagaimana dimaksud Pada  ayat  (2) langSung
diperhitungkan  untuk  ttelunasi  terlebih  dahulu  hutang   pajak
dimaksud′

Pengernba■ ian  ke■ ebihan  pembayaFan pajak di■ akukall  dalan waktu
pa■ ing  ■ama  2  (dua) bu■ an  sejak  diteFbitkan  SKPDILB  dengan
menerbitkan surat Perintah Membayar Ke■ ebihan Pajak ( SPMKP}′

Apabila pengemba■ ian ke■ebtthan pembaya■‐an Pajak di■ akukan setelah
waktu 2 (dua}bu■ an Sejak diterbitkan SKPDLB′  Kepa■ a Daerah  atau
Pejabat membeFikan inba■ an bungan sebesar 2篭  (dua persen)sebulan
atas keter■ ambatan pembayaran ke■ ebihan pajak.

BAB  XII

KADALUARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk me■ akukan pertagihan pajak′  kadaluarsa setOlah melampaui
jangka  waktu  5 (lima}tahlln terhitung se」 ak  saat  terhutangnya
pajak′  kecua■ i  apabila  wajib  pajak  me■ akukan  tindak  pidana
dibidang perpajakan Daerahβ

(2) KadaluaFSa  penagihan  paJak Sebagainana dinaksud pada  ayat  (1)
tertanggung apabi■ a  :

a. Ditelbitkan surat teguran dan surat paksa′  ataul
b. Ada  pengakuan ― pengakuan utang Pajak dari WaJib  Pajak  baik
■angsung maupun tidak ■angsung′

BAB XIII
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BAB  XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasa■  30

(■ ) Wajib  Pajak yang kaFena kea■ paan tidak menyampaikan  SPTPD  atau
mengis■   dengan  tidak benar sehingga merugikan  keuangan  Daerah
dapat dipidana dengan Pidana kurungan pa■ in9 ■ama ■ (Satu) tahun
dan  atau  denda  pa■ illg banyak 2 (dua)kali  juFn■ ah  pajak  yang
terutang,

(2) Wajib  Pajak  yang dengarl sengaja tidak menyampaikan  SPTPD  atau
lnengisi  dengan tidak benar atau tidak lengkap  atau  me■ ampttrkan
keterangan  yang tidak benar sehingga merugikaFl  keuangan  Daerah
dapat  dipidana derlgan Pidana penjara pa■ ing ■ana 2  (dua) tahun
darl  atau  denda paling banYak 4 (empat)ka■ i jumlah  Pajak  yang
terutang,

(3) Tindak  Pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut  sete■ ah
me■ampaui jangka waktu ■O (sepu■ uh)tahlln seJak Saat  Terutangnya
pa3ak  atall berakhirnya masa pa]ak atau berakhirnΥ a bag■an  tahun
Pajak atau be■lakhiFnYa Tahun Pajak Yang bersangkutan.

BAB  XIV

PENYIDIKAN

Pasal

(■ ) PeJabat  pegawai  negeri Sipi■  tertentu  di■ ingkungan  Pemerintah
Daerah  dibeF■  WeWenang khusus sebaga■  Penyidik  untuk  me■ akukan
penyidikan  tindak pidana dibidang perpajakan Daerah  sebagaimana
dimakslld  da■ am  Undallg― 毬Ildang Nomor 8 Tahun ■981  tentang  Huku腱
Acara pidanal

(2) WeWenang pelrlyidik sebagailnana dinaksud pada aFat (1)adalah :

a. Mener■ ttar mencari′ mengumpu■ kan′ dan mene■ iti keterangan  atau
■aporan  berkenaan dengan tirldak p■ dana di  bidang  perpa]akan
DaeFah  agar keterarLgall atau ■aporan tersebut menjadi  ■engkap
dan jelasi

b, Mene■ iti′  職encari′  dan mengumpu■ kan keterangan lnengenai  orang
pr■badi atau badall tentang kebenaran perbuatan yang  di■ akukan
sehubungan dengall tindak pidana perpajakan tersebuti

c. Mem■ Ilta  keteFangan dan bahan bukti orang pr■ badi  atau  badan
sehubungan dengalrl tindak pidana dibidang PerpaJakan Daerahi

d. Memeriksa buku― buku′  catatan― catatan dan dokumen― dokumell  lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerahi

31

ゴ
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e. Me■akukan   pengge■ edahan   untuk  lnendapatkan   bahan   bukti
pembukuan′   pencatatarl′  darl  dokumen― dokumen   lain′    serta
蟄e■akukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebuti

f. Meminta  bantuan  tenaga ah■ i da■ am rangka  pe■ aksanaan  tugas
penyidikan tindak pidana dibidang PerpaJakan Daerah」

g. MenytlFuh  berhenti′   me■ arallg seseorang lneninggalkan  Fuangan
atau  tempat  pada  saat perner■ ksaan  sedang  ber■ angsung  dan
mette Fュ ksa ■dentitas orang atau dokumen yang aibawa sebaga■ mana
diFrlakSud pada huruf e′

ho Memotret   seseorang  yang  berka■ tan dengan  tindak   pidana
Perpajakan Daerahi

io Melnanggil  orang  untuk didengar keterangannya  dan  diperiksa
sebaga■  tersangka atau saksi,

jo Mertghentikan penyidikan,

k. Melakukan tindakan ■ain yang per■ u untuk kelancaran penyidikan
tindak  pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut  hukum  yang
dapat dipertanggung jawabkan′

(3) Perlyidik  sebagattmana dilnaksud ayat (■ )paSa■ ini  memberitahukan
dintu■ainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
pelluntut   Umum′  sesua■  dengan  ketentuan  yang  aiatur   da■ am
Undang― undang ttomor 8 Tahun ■98■ tentang Hukum Acara Pidanal

BAB  XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa■  32

(■ ) Terhadap  Pajak  pemarlfaatan air yang  te■ ah  ditetapkan  sebelum
peraturan  Daelrah ini ber■ aku dan be■ um dibayar′   besarnya  pajak
yang terhutang didasarkan ketentuan yang ber■ aku sebelumnyal

(2) Dengan  ber■ akunya  peraturan Daerah ini maka  Pasa■ ―pasa■  da■ am
Peraturan  Daerah  Nomor 22 Tahun ■996 yang  bertentangan  dengan
PeratuFan DaeFah in■ dinyatakan tidak berlaku,

BAB  XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa■  33

Hal― ha■ yang belum cukup diatur da■ am peraturan Daerah in■ ′  sepan]ang
mengenai pe■ aksanaannya diatur ■ebih lanjut o■ eh Kepala Daerahメ
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Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tambaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingrkat 1I Kutai.

Ditetapkan di Tengggarong.

Pada tanggal 15 Oktober lE97.

34

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETIJA′

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

3UPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
KUTAI′

II

、
　
一

tdt

Diundangkan da■ an ■emba erah
Kabupaten Daerah Ti utai
Nomor ll  Tangga■  24

avah
998

NIP, 0■
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